
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Pcnamba.han Atau 
Perubahan Narna Keluarga (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 2154); 

3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah­ 
daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822): 

2. Undang-undang Nomor 9 Darurat Tahun 1955 tenrang Kependudukan 
Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 
Nomor 33, Tambahan,Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
812)~ . 

Mcngingat : l , Undang-undang Nomor 9 Oarurat Tahun 1953 tentang Pengawasan 
Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I 953 
Nornor 64. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norncr 
463); 

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Penyelenggaraan 
Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil Dan Retribusi Penggantian 
Biaya Cetak Dokumen Kepndudukan Dan ·Akta Catalan Sipil Di Kot~ 
Makassar. 

. b. 

bahwa sejalan dengan deregulasi dibidang pelayanan kependudukan, 
maka Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 1999 tenrang 
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta 
Catatan Sipil dipandang perlu dicabut untuk ditetapkan Peraturan 
Daerah baru tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Pcnduduk, 
Pencatatan Sipil Dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Dokumen 
Kepndudukan Dan Akta Catatan Sipil Di Kota Makassar; 

Menimbang : a. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MAKASSAR, • 

PENYELENGGARAAN PEN DAFT ARAN PENDUDUK, PENCA TAT AN SlPIL 
DAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIA YA CETAK DOKTJMEN 

KEPENDUDUKAN DAN AKTA CATATAN SIPIL DI KOTA MAKASSAR 

TENT ANG 

PERA TU RAN DAERAH KOTA MA'KASSAR 

NOMOR 10 TAHUN 2004 

WALIKOTA MAKASSA
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Keputusan Menteri DaJam Negeri Nomor 24 Tahun 
1991 tentang Jangka Waktu Berlakunya Kartu Tanda 
Penduduk Bagi Penduduk Yang Berusia 60 (enarn 
puluh) Tahun ke atas; 

14. 

Surat Keputusan Presidium Kabinet Nomor 
31 / U /iN / l 2 / 1966 ten tang Penghapusa n 
Penggolongan Penduduk Indonesia berdasarkan 
Pasal 131 dan 163 JS pada Kantor Catatan Sipil di 
Seluruh Indonesia; 

13 

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1 Y9Y ten tang 
Tehnik Penyusunan Perundang-undangan, 
Rancangan Undang-undang, Rancangan Keputusan 
Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun !.999 Nomor '70); 

iz. 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 
tentang Kewenangan Pernerintah Pusar dan 
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nornor 165); 

10. Peraturan Pemerintah Nornor 86 Tahun 1999 tentang 
Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota 
Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan 
[Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 193); 

9. Peraturan Pemerintah Nornor 51 Tahun 1971 tentang 
Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makaasar 
dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan 
Pangkajene dan Kepulauan dalam lingkungan 
Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara 
RepubHk Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2970); 

7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang 
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 .Nomor 33, Tambahan Lembaran Ner-d,ga 
Republik Indonesia Nomor 3474); 

8. • Peraturan Pernerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang 
Pendaftaran 'Orang Asing (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1954 Nomor 51, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 569): 

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 3839); 

5. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indoneai 
Tahun 1975 Nornor 12); 



J. Orang asing adalah Warga Negara Asing tinggal tetap, Warga Negara Asing tinggal 
terbatas atau orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan; 

Penduduk tinggal sementara adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertempat 
tinggal di luar domisili asli atau tempat tinggal tet.apnya dengan maksud untuk 
mencari nafkah atau pekerjaan atau pendidikan dan yang bersangkutan tidak 
berkeinginan untuk menjadi penduduk Kota Makassar; 

Penduduk Sementara adalah setiap orang asing yang berada dalam wilayah Negara 
Republik Indonesia dengan izin tinggal terbatas: 

Penduduk adalah Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing('.VNA) 
yang berternpat tinggal di Kot.a Makassar; 

Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mendapatkan pelirnpahan kewenangan 
didalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dari Walikota: 

f. 

g. 

h. 

i. 

e. Lurah adalah Lurah dalam Kola Makassar; 

d. Camat adalah Camat dalam Kota Makassar; 

c. Oinas adalah Perangkat Daerah yang diberi tugas menyelenggarakan pendaftaran 
penduduk dan pencat.at.an sipil di Kora Makassar; 

b, Walikota adalah Walikota Makassar; 

a. Kota adalah Kota Makassar: 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimnaksud dengan ; 

BABI 
KETENT.UAN UMUM 

Pasal 1 

M PERATURA"N DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG SIPIL 
DAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIA Y·A CETAK DOKUMEN 
KEPENDUDUKAN DAN AKTA CATATAN SIPlL DI KOTA 
MA KASS AR 

MEMUTUSKAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR 

Dengan Persetujuan : 

I 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Specifikasi, Pengadaan dan 
Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku 
Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil. 

15. Keputusan Menteri Dalarn Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk; 
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u. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari 
suarni - isteri, atau suarni isteri dan anaknya. atau ayah dan 
anaknya, atau ibu dan anaknya dan orang lain yang menjadi 
tanggung jawab kepala keluarga: 

t. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data 
tentang jatidiri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan 
perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat 
kelahiran: 

I 
s. Nornor lnduk Kependudukan yang disingkat NIK adaiah nomoi 

identitas penduduk yang bersifat unik, tunggal, pcrmanen dan 
berlaku secara nasional diberikan sekali kepada seseorang yang 
terdaftar sebagai penduduk Kota Makassar; 

r. Status Penduduk ialah kedudukan seseorang yang menunjukkan 
keadaan, karakteristik atau ciri - ciri yang memberikan gambaran 
berbeda dengan penduduk lainnya; 

q. Pindah dan Datang Penduduk adalah perubahan lokasi ternpat 
tinggal untuk menetap karena perpindahau dari tempat yang lama 
kerernpat baru; 

p. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk 
yang harus dilaporkan karena membawa impllkasi perubahan data 
identitas atau surat keterangan kependudukan antara lain 
perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas 
atau sementara serta perubahan status WNA tinggal terbatas atau 
sementara serta perubahan status WNA tinggal terbatas menjadi 
tinggal tetap; 

o. Pendaftaran Penduduk adalah proses registrasi penduduk yang 
meliputi pendataan, pelaporan diri atas peristiwa kepcndudukan, 
serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau 
keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Pemerintah Kota meliputi 
Nomor .Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Penduduk (KTPJ, 
Kartu Keluarga (KK) dan Surat Keterangan Kependudukan; 

. .. . 
n. Dokumen Penduduk adalah keterangan resmi hasil pendaftaran 

penduduk dan pencatatan sipil yang diterbitkan oleh Dinas sebagai 
alat bukti otentik bagi penduduk; 

m. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan 
dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan 
melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan 
informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan 
publik dan pembangunan sektor lain; 

I. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Warga Negara Asing a tau orang 
asing yang berada dalarn wilayah Negara Republik Indonesia dan 
tetah mendapat ijin masuk serta ijin tinggal terbatas dari instansi 
yang berwenang; 

k. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam 
wilayah negara Republik Indonesia dan t.e1ah mendapat ijin masuk 
serta ijin tinggal tetap dari instansi yang berwenang; · 



c:t::. Buku Mutasi Penduduk adalah buku yang diguuakau uuurk 
mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa 
kependudukan yang rnenyangkut jumlah dan status keluarga sesuai 
dengan nomor urut Kartu J<eluarga (KK) di Kelurahan; 

dd. Buku Induk Penduduk (BIP) adalah buku yang mencatat kebera<iaan 
dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap 
keluarga dan diperbarui minimal sekali setiap tahun seoagai bukti 
bahwa yang bersangkutan menjadi penduduk di kelurahan. Untuk 
pentluduk Tinggal Sementara dan Orang Asing dibuat BlP Semeutara; 

cc. Surat Persetujuan Menjadi Penduduk (SPMP) adRla..'1 setiap Warga 
Negara Republik Indonesia yang datang/rnasuk dalam Kota Makassar 
dan bennaksud menjadi penduduk tetap Kota, Mak.assar; 

bb. Kartu Identitas Tinggal Sementara (KITS) adalah kartu yang diberikan 
kepada penduduk yang bertempat tinggal di luar domisili asli atau 
ternpat tinggal tetapnya dengan maksud untuk mencari nafkah atau 
pekerjaan atau pendidikan dan yang bersangkuran tidak 
berkeinginan untuk rnenjadi penduduk Kota Makassar. 

aa. Kartu Pengganti Tanda identitas (KAPTi) adalah Kartu Bukti Diri yang 
diberikan kepada setiap penduduk yang berusia dibawah 17 tahun: 

z. Surat Keterangan Kependudukan adalah bukti yang dimiliki 
seseorang setelah melaporkan peristiwa pent.ing atau peristiwa 
kependudukan yang dialami, meliputi Surat Keterangan Lahir, Surat 
Keterangan Lahir-Mati , Surat Keterangan Kemarian, Surat 
Keterangan Pindah dan Datang, Surat Keterangan Ternpat Tinggal 
dan Surat Keterangan Kcpendudukan Lainnya: 

y. Kartu Tanda Penduduk (KTPJ adalah kartu alat bukti diri sebagai 
legitimasi penduduk yang diterbitkan oelh Pejabat yang berwenang, 
yang dibedakan atas KTP bagi WNI maupun WNA Tinggal Tetap, yang 
berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

x. Kartu Keluarga (KK) adalah kartu identitas keluarga yang memuat 
data tentang nama, susunan dan hubungan dalam' Keluarga, serta 
karakteristik anggota Keluarga; 

1. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai 
hubungan darah maupun tidak. yang bertanggungiawab dalam 
keluarga itu; 

2. Orang yang berternpat tinggal seorang diri; 
3. Kepala Kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain 

dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama: 

w. Anggota Keluarga adalah orang yang menjalin kehidupan bersama 
dan bertempat tinggal dalam ·suatu bangunan dengan Kepala 
Keluarga, karcna adanya hubungan darah, perkawinan atau ikatan 
lainnya; 

v, Kepala Keluarga adalah : 
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rr. Kutipan Akta, adalah kutipan data otentik yang dipetik sebagian 
dari Akta Catatan Sipil yang ditcrbitkan dan disahkan oleh Pejabat 

qq. Akta Cata tan Sipil adalah dokumen yang diterbitkan oieh instansi 
pemerintah yang menyclenggarakan pcncatat.an sipil; 

pp. Registrar adalah petugas di kelurahan yang ditugasi untuk 
melakukan pendaftaran penduduk dan memberikan surar 
keterangan atas peristiwa penting dan peristiwa kependudukan 
yang dialami penduduk khususnya untuk kelahiran. lahir mati. 
kematian dan pindah datang; 

oo. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialarni dan membawa 
perubahan status penduduk sorta mernerlukan pencrbitan bukti 
yang syah setelah dicatat oleh Pencatat Sipil meliputi kelahiran, 
kematian, perkawinan dan perceraian. termasuk pengangkatan. 
pengakuan dan pengesyahan anak serta perubahan 
kewarganegaraan, ganti nama dan jenis kelamin; 

nn. Pencatat sipil adalah petugas instansi Penyelenggaraan Catatan 
Sipil yang melaksanakan tugas pencatatan peristiwa penting yang 
riialami penduduk serta diberi wewenang membuat register, 
mernberikan kutipan atau membuat catatan pinggir dalam akte: 

mm. Pencatatan Sipil adalah proses pembuatan catatan peristiwa 
penting dalam kehidupan aescorang pada register yang discdiakan 
oleh Dinas bagi setiap penduduk dan rnerupakan dasar dibuatnya 
kutipan dan salinan akta otentik guna menjamin keamanan dan 
kepastian status pribadinya; 

11. Mutasi Biodata adalah perubahan data akibat ganti nama, 
perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak. 
pindah agama, ganti pekerjaan, tingkat pendidikan, pisah kartu 
keluarga dan perubahan alarnat ternpat tinggal; 

kk. Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan (SKPSK), 
adalah perubahan status Warga Negara Asing menjadi Warga Negara 
Indonesia; 

ii. Surat keierangan Pendaftaran Penduduk Sementara {Sh:F?Tj, adulah 
surat bukti diri bagi orang asing yang tinggal menetap dalarn Kota 
Makassar ; 

jj. Surat Keterangan Tempat Tinggal ($Kif), adalah surat bukti tentang 
tempat tinggal bagi orang asing yang bermaksud akan berdiam 
secara sementara dalam Kota Makassar ; 

hh. Surat keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS), adalah 
surat bukti diri bagi orang asing yang berdiam sernentara atau tidak 
menecap dalam Kota lvlakas::;ar ; · 

gg. Surat Keterangan Oanti Nam.a {SKGN) adalah penambahan atau 
pengurangan atas nama seseorang yang telah diterbitkan akta 
kelahirannya; . 

ff. Buku Harian Peristiwa Penting dan Kependudukan yang selanjutnya 
(BHP?K) adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian 
di Kecamatan atau Kota berkaitan dengan pelayanan terhadap 
pelaporan kejadian penting dan kejadian kependudukan atau 
pengurusan dokumen penduduk; 
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ccc. Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) adalah unit kerja 
Kecarnatan yang merniliki fasilitas untuk rnernasukkan data ke 
dalam kornputer dan rnengirimkan melalui jaringan komunikasi 
data ke Bank Data di Kota dan ke Pusat Data Kependudukan 
Nasional; 

bbb. Pencatatan Ganti Nama adalah pencatatan nama Warga Negara 
Asing menjadi Warga Negara Indonesia: 

aaa. Pengumutnan Pemanggilan Warga adalah penyampaian atau 
pemberitahuan kepada vang bersangkutan sebagai warga kota yang 
tidak diketahui lagi alarnatnya untuk kepentingan Pengadilan 
Negeri dan Agama sebagai syarat rnelakukan persidangan maupun 
seteiah adanya hasil Keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan 
Agarna; 

zz. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak 
yang lk!1ir· diluar ikatan perkawinan yang sah, kernudian diikuri 
dengan perkawinan yang. sah oleh kedua orang tua anak tersebut, 

yy. Pcngakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang 
avah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang 
sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut; 

xx. Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan 
hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang 
sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, 
pendidikan, dan mernbesarkan anak tersebut, kedalam 1ingkungan 
keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau 
penetapan pengadilan: 

ww. Perceraian adalah terputusnya ikatan pcrkawinan suami istri 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

vv. Pelaporan Pencatatan Bukti Perkawinan adalah Tanda bukti yang 
diterbitkan atas laporan perkawinan yang dilakukan- menurut 
Agama Islam dan telah dicatatkan akta nikanya oleh Kantor Urusan 
Agarna Kecamatan di Kota Makassar; 

tt. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara laki dan 
perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu 
keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa; 

uu. Pengumuman Perkawinan adalah penyampaian , atau 
pemberitahuan kepada umum atas keberatan atau tidak terhadap 
rencana pelaksanaan pencatatan perkawinan dari kedua belah 
pihak sebagai salah satu warga yang akan melakukan pencatatan 
perkawinannya di Daerah lain; 

ss. Penerbitan Akta adalah penerbitan akta - akta catatan sipil; 

yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan ; 
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a. Manfaat yaitu penyelenggaraan pendaftaran penduduk harus 
memiliki manfaat baik penduduk maupun pemerintah. 

b. Tertib yaitu penyelenggaraan pendaftaran penduduk diarahkan 
bagi terwujudnya tertib administrasi kependudukan 

c. Domisili yaitu penyelenggaraan pendaftaran penduduk 
dilaksanakan sesuai ternpat domisili bersangkutan 

d. Legalitas yaitu penyelenggaraan pendaftaran penduduk 
didasarkan pada bukti - bukti legal sesuai ketentuan perundang - 
undangan yang berlaku. 

(1) Aza.s Penyelenggaraan pendaftaran penduduk meliputi : 

BAB II . 
AZASPENYELENGGARAANPEND~ARAN 

PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL 
Pasal 2 

kkk. Penyidik tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi 
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Negeri 
Sipil, yang selanjutnya desebut penyidik, unruk rnencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang 
tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi yang 
terjadi serta menemukan tersangkanya. 

jij. Perneriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, 
mengumpulkan, mengolah ciata dan/atau keterangan lainnya 
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban ~erpajakan 
Daerah dan retribusi dan untuk tujuan lain dalaam rangka 
melaksanakan ketentuan peratuiran perundang-undangan 
perpajakan Daerah dan Retribusi; 

iii. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD), adalah surat untuk 
melakukan tagihan retribusi dan/atau sangsi adrninistrasi berupa 
bunga dan/atau denda; 

hhh. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahanv. 
(SKPDKBT) adalah Surat Keputusan yang rnenentukan tambahan 
atas jumlah restribusi yang telah ditetapkan; 

ggg. Surat Ketetapaii Retribusi Daerah (SKRD) adalah Surat Ketetapan 
Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi: 

fff. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang 
merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan 
jasa dan perizinan tertentu dari Pernerintah Kota yang 
bersangku tan: 

eee. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut 
peraturang perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk 
melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau 
pemotong retribusi tertentu; 

ddd. Bank Data di Kota (BOK) adalah unit kerja di Dinas yang memiliki · 
fasilitas untuk menyimpan data kependudukan dan dapat 
melakukan pertukaran data melalui jaringan komunikasi data 
dengan TPDK maupun Pusat Data Kependudukan Nasional; 
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(:2J Dalam Kartu Keiuarga (KK) tercatat data Kepala Keluarga dan 
anggota keluarga ; . 

(lJ Setiap Kepala keluarga wajib memiliki kartu keluarga; 

BABV . 
KARTU JDENTITAS KEPENDUDUKAN 

Bag!an Pertama 
Kartu Ke!uarga (KK) 

Panal 5 

(4) Nornor lnduk Kependudukan (NIK) digunakan sebagai acuan 
penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipii dan 
tercantum pada Kartu Keluarga (KKJ, Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
dan Kutipan Akta Catatan S1pil. 

t3) Setiap Penduduk hanya diperbolehkan memiliki satu Nomor Induk 
Kependudukan (Nllq: 

(2) Nomor Ir.duk Kependudukan (Nlf<) setiap orang beriaku scumur 
hidup <fan tidak dapat dipergunakan oleh orang lain: 

(IJ Nomor Induk Kependudukan (NlK) diberikan kepada setiap orang 
sejak yang bersangkutan didaftarkan sebagai penduduk; 

BAB IV 
NOMOR !NDUK KEPENDUDUKA.N 

Pasa14 

(2J Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tennasuk 
melaporkan setiap mutasi data yang terjadi. 

(1) Setiap penduduk, penduduk sementara dan penduduk musiman 
wajib mendaftarkan diri atau didaftar pada Lurah ditempat 
domisilinya; 

BAB III 
HAK DAN KEWAJIB

Pasal 3 

a. Universal yaitu penyelenggaraan pencatatan sipil selain harus 
didasarkan pada hukum positif juga harus memperhatikan 
prinsip-prinsip atau kaidah - kaidah yang berlaku intemasional 
sehingga basil proses pencatatan sipil dapat diakui oleh dunia 
intemasional. 

b. Kepastian hukum yaitu penyelenggaraan pencatatan sipil harus 
rnenjamin adanya kepastian hukum sehingga dapat dipergunakan 
bukti outentik bagi yang bersangkutan 

(~)_ Azas Penyelenggaraan pencatatan sipil meliputi : 
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(1) Setiap penduduk yang berusia 12 (dua belasj tahun sampai dengan 
16 (enam betas) tahun dan belum kawin wajib memiliki Kartu 
Pengganti Tanda Identitas; 

Bagian Ketlga 
Kartu Penggantl Tanda Identitas {KAPTI) 

Pasal 8 

(2J Masa berlaku KTP Warga .Negara Asing sesuai dengan Kartu ljin 
Tinggal Tetap yang dimiliki. 

(1) KTP Warga Negara Asing diperoleh apabila yang bersangkutan telah 
mendapatkan Kartu Ijin Tinggal Tetap {KITAP} yang dikeluarkan oleh 
lnstansi yang berwenang; 

Pasal 7 

(7) KTP dinyatakan tidak bcriaku apabila yang bersangkutan mengalami 
perubahan ternpat tinggal. 

{6) Persyaratan dan tata cara rnendapatkan Kartu Tanda Penduduk 
(KTP) ditetapkan dengan Keputusan Walikota: 

(S) Bagi penduduk Warga Negara Indonesia. yang berusia 60 [enam 
puluh} tahun keatas diberikan KTP yang berlaku seurnur hidup: 

(4j J\.1.t" berlaku untuk masa waktu 5 (lirna) tahun dan harus 
diperpanjang selambat - lambatnya 14 (empat betas) hari sebelum 
berakhir masa berlakunya; 

(3j KTF' ditandatangi oleh Camat atas nama Walikota; 

(2) Setiap Penduduk hanya diperbolehkan memiliki l (satu) KT?; 

l l) Setiap Penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun a tau 
belum berusia 17 (tujuh betas) tahun tetapi sudah kawin atau pernah 
kawin wajib memiliki K'f P; · 

Bagian Kedua 
Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

Pasat 6 

(6) Persyaratan dan tau cara rnendapatkan Kartu Keluarga ditetapkan 
dengan Keputusan Walikot.a; 

(5) Kartu Keluarga ditandatangani oleh Lurah dalam rangkap 4 (empa
dan diberikan kepada : 
a. Kepala Keluarga 
b. RW 
c. Lurah 
d. Camat 

(4) Kartu Keluarga (KK) diberikan kepada penduduk Kota; 

(3) Setiap terjadi perubahan data, kepala keluarga dan at ggota 
keluarga wajib melapor dan mengganti dengan Kartu Keluarga (Kl<)
yang baru; 
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(lJ Setiap penduduk yang berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 
16 (enam belas) tahun dan belum kawin wajib rnerniliki Kartu 
Pengganti Tanda ldentitas; 

Baglan KetJga 
Kartu Penggantl Tanda Identltas (KAPTI) 

Pasal 8 

{2) Masa berlaku KTP Warga Negara Asing sesuai dengan Kartu ljin 
Tinggal Tetap yang dirniliki. 

·ll) KTP Warga Negara Asing diperoleh apabila yang bersangkutan tclah 
mendapatkan Kartu Tjin Tinggal Tetap (KlTAP) yang dikeluarkan oleh 
Instansi yang berwenang; 

Pasal 7 

(7) KTP dinyatakan tidak berlaku apabila yang bersangkutan rnengalami 
perubahan ternpat tinggal. 

(6) Persyaratan dan tata cara mendapatkan Kartu Tanda Penduduk 
(KTP! ditetapkan dengan KeputusanWalikota: 

(5) Bagi penduduk Warga Ne&ara Indonesia yang berusia 60 · \cmun 
puluh) tahun keatas diberikan KTP yang berlaku seurnur hidup; 

(4) l\."TP berlaku untuk masa waktu 5 (lima) tahun dan harus 
diperpanjang selambat - lambatnya 14 [empat belas) hari sebelum 
berakhir masa berlakunya; 

{3} KTP ditandatangi oleh Camat atas nama Walikota; 

(2) Setiap Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 [satu) KT?; 

(1) Setiap Penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau 
belum berusia 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah kawin atau pernah 
kawin wajib memiliki KTP; 

Bagian Kedua 
Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

Pasal 6 

(6) Persyaratan dan ta.ta cara mendapatkan Kartu Keluarga ditetapkan 
dengan Keputusan Walikota; 

(5} Kartu Keluarga ditandatangani oleh Lurah dalam rangkap 4 (empat) 
dan diberikan kepada: 
a. Kepala Keluarga 
b. RW 
c. Lurah 
d. Camat 

(41 Kartu Keluarga (KK) diberikan kepada penduduk Kota; 

(3) Setiap terjadi perubahan data, kepala keluarga dan atau anggota 
keluargR wajib rnelapor dan menggant.i dengan Kartu Keluarga (KK) 
yang baru; 



(2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud ayat l(satu) pasal ini 
dicatatkan dalam buku induk penduduk dan buku mutasi 
penduduk; 

(1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Keluarga atau kuasanya 
kepada Lurah setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 
(tiga) hari sejak tanggal kematian dan diterbitkan Surat Keterangan 
Kernatian yang ditandatangani oleh Lurah ; 

Bagian Kedua 
Kematian 
Pasal 12 

(2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dirnaksud ayat .ljsatul pasal ini 
dicatatkan dalam buku induk penduduk; 

(3) Prosedur dan tata cara pelaporan dimaksud aya~ 1 (satu) pasal ini 
ditetapkan dengan Keputusan Walikota; 

(1) Setiap Kelahiran Bayi yang meninggal daJam kandungan serta 
berumur 7 (tuiuh] bulan kandungan, dilaporkan .kepada Lurah 
dalam jangka waktu selambar - lamnatnya l"+ [ernpat belas) nari 
sejak kelahiran dan diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati; 

Pasal 11 

(2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat I {satu) · pasal ini 
dicatatkan dalarn buku induk penduduk dan huku mutasi 
penduduk; 

(1) Setia.p kelahiran dilaporkan kepada Lurah setempat dalam jangka 
waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh] hari sejak tanggal 
kelahiran dan diterbitkan surat keterangan kelahiran yang 
ditandatangani oleh Lurah: 

BABVl 
PELAPORAN 

Bagian Perlama 
Kelahlran dan Lahlr Matl 

Pasal 10 

(3) Masa berlaku Kartu Identitas Tinggal Sementara larnanya 1 (satu) 
tahun yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lu rah. 

(2) Kartu ldentitas Tinggal Sementara diurus selambat - lambatnya 14 
(ernpat belas) hari sejak kedatangannya; 

( 1) Setiap penduduk WNl yang bermaksud . tinggal sementara diluar 
dornisili tetap wajib mendapatkan KITS; 

Bagian Keempat 
Kartu Identltas Tinggal Sementara (KITS) 

Pasal 9 

(2) Kartu Pengganti Tanda ldentitas dimaksud ayat (1) dikeluarkan dan 
ditandantangi oleh Pejabat yang herwenang. 



(2J Pendaftaran kedatangan penduduk WNl dari luar Kota dan ingin 
menetap di Kota diterbitkan Surat Persetujuan Menjadi Penduduk 
(SPMP) dicatat dalam buku induk penduduk dan buku mutasi 
penduduk serta mendapatkan dokumen kependudukan yang baru: 

(1) Pendaftaran kedatangan penduduk WNI dalam kota dicatat dalam 
buku induk penduduk dan buku rnutasi penduduk serta 
rnendapatkan dokurnen kependudukan; 

Pasa.115 

(2) Kedatangan penduduk Warga Negara Asing (WNA) dengan maksud 
untuk bertempat tinggal di Kot.a Mal<ass;tr: wajib dilaporkan kepada 
Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu selambat - lambatnya 
14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan. 

[I] Kedatangan penduduk WNl dengan maksud untuk bertempat tinggal 
di Kota wajib dilaporkan kepada Lurah setempat dalarn jangka 
waktu selambat - lambatnya 14 (empat belas] hari sejak tanggal 
kedatangan: 

Iiagian Keempat 
Kedatangan 

Pasal 14 

(SJ Perpindahan penduduk musiman wajib melapor pada Lurah 
seternpat untuk rnendapatkan dokumen kependudukan yang baru. 

(4) Perpindahan penduduk Warga Negara Asing (WNA) diterbitkan Surat 
Keterangan Pindah yang ditandatangani o1eh Pejabat yang 
berwenang; 

c. Perpindahan keluar dari kota dalam witayah RI ditandatangani 
oleh Kepala Dinas atas nama WalL1<ota 

b. Perpindahan antar kelura.han dalam satu kecamatan di 
tandatangani oleh Camat yang bersangkutar.; 

.. • • 

a. Perpindahan alamat dalam satu Kelurahan wajib melapor pada 
Lurah setempat untuk mendapatkan dokumen kependudukan 
yangbaru; 

(3) Perpindahan penduduk WNJ ditetapkan sebagai berikut : 

(2) Perpindahan penduduk sebagaimana disebutkan ayat (l) pasal mi 
dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk; 

(1) Setiap perpindahan Penduduk dalam Daerah wajib mendaftarkan dir! 
dan didaftarkan kepada Pejabat yang berwenang; 

Baglan:· Ketiga 
Perpindahan 

Paaal 13 

(3) Prosedur dan tata cara pelaporan dim.aksud ayat 1 (satu) pasal ini · 
ditetapkan dengan Keputusan Walikota 



--
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(3) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sernentara (SKP'PSJ 
berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selarnbat­ 
lambatnya 14 [empat belas) hari sebelum habis masa berlakunya; 

(2) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SK.PPS) 
diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang atas 
nama Walikota; 

( 1) Setiap orang Asing yang mernperoleh izin tinggal sementara wajib 
melapor untuk memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk 
Sementara (SKPPS); 

Bagian Kedua 
Surat Ketera1-:.gan Pendaf\aran 
Penduduk Sementara (SKPPS) 

Pasal 18 · 

(3) Persyaratan dan tatacara mendapatkan Surat Persetujuan Menjadi 
Penduduk (SPMP) diretapkan dengan Keputusan Walikota. 

{2j Surat Persetujuan Menjadi Penduduk (SPMPj diterbitkan dan 
ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang atas nama Walikota; 

lll ~etiap penduduk dari luar kota yang ingin tinggaJ menetap d1 xota 
wajib melapor di leelurahan untuk memperoleh formulir perrnohonan 
Surat Persetujuan Menjadi Penduduk (SPMP); 

BAB VII 
SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN 

Bagian Pertcma 
Surat Persetujuan Merljadl Penduduk 

Pasal 17 

(2) Perubahan status kependudukan jsebagaimana dimaksud ayat (1} 
pasal ini harus memenuhi persyaratan keirnigrasian dan perundang­ 
undangan yang berlaku. 

(1) Setiap perubahan status kependudukan WNA dari · 1penduduk 

sementara ke penduduk tetap wajib dilaporkan kepada Pejabat yang
berwenang untuk memperoleh Surat Keterangan Pendalzaran 
Penduduk Tetap (SKPPT); 

Bagian Kelima 
Perubahan Status Kependudukan WNA 

Pasal 16 

(4) Pendaftaran kedatangan penduduk WNI yang tidak bermaksud 
tinggal rnenetap di Kota dicatat dalarn buku register penduduk 
musiman dan diterbitkan Kartu Identitas TinggaJ Sernentara (KITSi. 

(3) Pendaftaran kedatangan penduduk WNA dari luar · Kota dicatat 
dalam buku induk penduduk dan buku mutasi. penduduk serta 
diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara 
(SKPPSl atau Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk 
Te tap {SKPPT); 
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(3) Pencatatan sipil dilaksanakan berdasarkan status kewarganegaraan; 

(2) Setiap peristiwa pen ting yang berkaitan dengan pencatatan sipil wajib 
dilaporkan dan didaftarkan pada Oinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil untuk dicatatkan dalam buku Akta ; 

(lJ Setiap orang berhak memperoleh pe1ayanan Catatan Sipil dart 
Pemerintah Kota; 

BAB VIII 
PELAYANAN CATATAN SIPIL 

Bagian Pertama 
Hak dan Kewajiban 

Pasal 21 

Jenis - jenis pelayanan kependudukan meliputi : 
(a) Kartu 1'anda Penduduk (KTP) 
(bJ · Kartu Keluarga (KKJ 
(c) Kartu Pengganti Tanda Identitas (KAPI'I) 
{d) Karru Identitas Tinggal Sementara (KJTAS) 
(e) Surat Persetujuan Mcnjadi Penduduk (SPMP) 
(ti Surat Keterangan Pindah antar Propinsi 
(g) Surat Keterangan Pindall antar Kota/Kab dim Prop. 
(hj Surat Keierangan Piudah Dala.m Wil .. Kou Makassar 
(i) Surat Ket. Pendaftaran Penduduk Sementara / WNA 
(j) Surat Ket. Pendaftaran Penduduk Tetap / WNA 
(k) Surat Ket. Tempat Tingga! / WNA 

Pasal 20 

(4) Persyaratan dan tatacara mendapatkan Surat Keterangan 
Pcndaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) ditetapkan dengan Keputusan 
Walikota, . 

(3) Surat Keterangan Pendaftaran Pen<luduk Tetap (SKPPTj berlak
selama 1 (satu] tahun dan dapat diperpanjang selarnbat-lambatny
14 [empat belas) hari sebelum nabte masa berlakunya; 

t2J $urat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPP'I'J . diterbitkan 
dan ditandatangani oleh Pejabat yang -berwenang atas nama 

; Walikota; 

(lJ Setiap Warga Negara Asing (WNAJ yang memperoleh izin tinggal tetap 
wajib rnelapor untuk memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran 
Penduduk Tetap (SKPPT); 

!Jaglan Kettga 
Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) 

Pasal 19 

Surat Keterangan 
ditetapkan dengan 

(4) Persyaratan dan tatacara mendapatkan 
Pendaftaran Penduduk Sernentara (SKPPS) 
Keputusan Walikota. 
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(2) Kutipan akta kernatian diberikan berdasarkan bukti otentik dari yang 
berwenang. 

t lJ Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarga atau kuasanya untuk 
mendapatkan Akta Kernatian; 

Bagtan Ketiga 
Pencatatan Aktn Kematian 

Pasal 24 

(4) Pencatatan kelahiran untuk tahun 1985 kebawah dikategorikan 
pencatatan yang sifatnya dlspensasl sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

\3) Pencaiatan kelaluran bagi WNA yang dilakukan rnelebihi baias wakui 
sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1) pasal ini, dikategorikan 
pencatatan sitatnya lstimewQ diiaksanakan setelah terlebih uahulu 
mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri: · 

(2J Pencatatan kelahiran bagi WNI yang dilakukan melebihi batas waktu 
sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dikategorikan pencatatan 
yang sifatnya lstimewa dan dilaksanakan setelah terlebih dahulu 
mendapatkan persetujuan pencatatan kelahiran dari Kepala Dinas 
aras narna Walikota; 

(1) Pencatatan kelahiran bagi WNI dan WNA menurut waktu 
pelaporannya tidak melewati 60 hari sejak tanggal kelahirannya 
dikategorikan pencatatan yang sifatnya umum; 

Bagfan Kedua 
Pencatatan Akta Kelahtran 

Pasal 23 

Pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Kelahiran ; 
Pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Perkawinan; 
Pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Perceraian ; 
Pencatatan dan perierbitan kutipan Akta Pengakuan dan pengesahan 
anak ; 
Pencatatan dan penerbitan kutipan Akta. Kematian 
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan; 
Pencatatan Ganti Nama ; 
Penerbitan Kutipan II; ' 

a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 
h. 

Jenis - jenis pelayanan Catatan 8ipii-yang dimaksud dalarn pasal :.l:l ayat 
( 1 l rneliputi ; · 

Pasal 2Z 

(5) Prosedur dan persyaratan pelayanan catatan sipil sebagaimana 
disebut pada ayat (1). (2) dan (3) pasal ini diatur dengan keputusan 
Walikota; 

(4) Pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (l} pasal ini diterbitkan 
kuripan akta: 
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(1) Setiap permohonan pencatatan pengangkatan anak, terlebih dahulu 
mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri; 

Bagian Ketujuh 
Pencatatan Pengangkabtn Anak 

Pasal 28 

(4) Setiap pengakuan anak diterbitkan Kutipan Akta. 

(3) •Pengakuan anak yang bersangkutan dilakukan setelah 'pencatatan 
pengesahan anak; 

(2) Berdasarkan pencatatan perkawinan orangtuanya dilakukan 
pencatatan pinggir pada kutipan akta ke1ahiran anak yang 
bersangkutan; 

(lJ Setiap pengesahan anak dilakukan setelah pencatatan perkawinan 
orang tuanya; 

Bagtan Keenam 
Pencatatan Pengesahan dan Pengakuan Anak 

Pasal 27 

\2j Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud ayar (1) pasal ini wajib 
dilaporkan se1ambat - Jambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja. 

( l} Setiap perceraian yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan 
Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap wajib 
dicatatkan; 

' BagJan Kellm-. 
Pencatatan Akta Perceraian 

Paaal 26 

(6) Prosedur dan persyaratan diarur dalarn Keputusan Walikota 

(SJ Pencatatan perkawinan dapat ditangguhkan atau dibatalkan apabila 
ada pihak-pihak yang berkeberatan atas pelaksanaan perkawinan: 

{4) Pencatatan perkawinan dilaksanakan setclah diumumkan selambat­ 
lambatnya 10 (sepuluh] hari sejak tanggal pengumuman; 

(3) Pencatatan perkawinan bagi yang berbeda agama dapat dilakukan 
berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri; 

(2J Perkawinan sebagaimana dimaksud ayat ( 1} pasal ini wajib 
dicatatkan; 

.: ... 
(IJ Perkawinan yang syah apabila dilakukan menurut agarna dan 

kepercayaan masing - masing, sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku; 

Bagian Keempat 
Pencatatan Aleta Perkawinan 

Pasal 25 
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t3J Data kependudukan dan catatan sipil karena kerahasiaannya hanya 
dapat diinformasikan untuk kepentingan penyidikan, pemerintah, 
dan swasta setelah mendapat izin dari Waiikota. 

(2J Data kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada 
avat ( 1) merupakan dokumen negara yang harus dipelihara, dijarnin 
keamanan dan kerahasiaannya; · 

(1) Data dan informasi kependudukan dan catatan sipil yang diperoleh 
dari basil penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan catatan sipil 
dikelola dan disimpan di Dinas; 

BAJ:IXI 
PENGELOLA>~...- DATA/INFORMASI 

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPlL 
Pasal 33 

Setiap pencototan kelohiron Wargo Negara Indonesia (WNIJ yang 
pelaporor.nya melebihi 60 hori kerja sejak tonggol kelahirannyo diterbitkan 
Surat Keterongon Persetujuon Pencototon Kelohiron Tertombot; 

BAB X 
PENCATATAN KELABIRAN TERLAMBAT 

Pasa132 

Setiap kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian yang terjadi di luar 
negeri bagi penduduk Kota wajib didaftarkan pada Dinas. · 

B...\B IX 
PENDAFTARAN DAN PENCATATAN AKTA YANG 
.'· TERJ..\DI DI LUAR NEGERI 

Pasal 31 

Setiap akta yang hilang, rusak, musnah wajib dilaporkan untuk 
mendapatkan Kutipan Akta yang baru: 

Bagian Kesembllan . 
Pencatatan Kutlpan ll clan Selanjutnya 

Pasa130 

Pencatatan ganti nama WNl dan WNA harus mendapatkan penetapan 
Pengadilan Negeri: 

Bagian Kedelapan 
Pencatatan Akta Gantl Nama 

Pasal 29 

(2) Pencatatan akta. untuk pengangkatan anak dilaksanakan setelah 
mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri; 
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(1) Pejabat yang berwenang dan instansi terkait mei.akukan pengawasan 
dan penertiban atas pclaksanaan Peraturan Daerah ini; 

BAB XV 
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN 

Pasal 37 

\3) Pembatalan dan pencabutan dokumen sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan (2) pasal ini diumumkan melalui papan pengumuman 
Dinas. 

(2) Dinas dapat membataJkan dan mencabut dokumen catatan sipil 
apabila diperoleh tidak me1alui prosedur dan persyaratan yang telah 
ditetapkan dengan Keputusan Walikota; 

( 1) Dinas dapat membatalkan dan mencabut dokumen kependudukan 
apabila yang bersangkutan tidak bertempat tinggal lagi dialamat lama 
tanpa ada laporan kepindahan; 

BAB XIV 
PENCABU'tAN DAN PEMBATALAN DOKUMEN 

KEPENDlJDUKAN D.'L"'i CATATA.'f SlP!L 
Pasal 36 

\2) Penyuiuhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat tl) 
pasal ini dilakukan secara rutin baik langsung maupun tidak 
iangsung. 

t 1) Untuk meningkatkan pernahaman masyarakat akan nak dan 
kewajiban dibidang pendaftaran penduciuk dan pencatatan sipil 
diiakukan sosialisasi melalui penyuluhan; 

BABXIll 
PENYULUHAH DAN PEL.~YA..-tA..~ LA..""JGSUNG 

Pasal 35 

(3) Walikota wajib melaporkan data basil pendaftaran penduduk dan 
pencatatan sipil di wilayahnya kepada Gubemur Sulawesi Selatan 
dan kepada Departeruen Dalam Negeri cq, Direktorat Jenderal 
Kependudukan dan Catatan Sipil selambat-lambatnya sampai 
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. 

(lJ Lurah wajib meJaporkan data basil pendaftaran penduduk dan 
pencatatan sipil di wilayahnya kepada Camat 1 (satu) kali setiap 
bulan selambat-lambatnya sampai tanggal 10 (sepulun) bulan 
berikutnya; 

\21 Camat wajib· melaporkan data basil pendaftaran penduduk dan 
pencatatan sipil di wilayahnya kepada Walikota metatui Dinas 1 
[satu] kali setiap bulan selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 
10 (sepuluh) bulan berikutnya; 

BABXll 
PELAPORAN DATA KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 

Pasal 34· 



- 19. 

Rp. 25.000, - 
Rp. 250.000,­ 
Rp. 5.000,­ 
Rp. 10.000,­ 
Rp. 10.000,­ 
Rp. 10.000,­ 
Rp. 25.000,­ 
Rp. 25.000,­ 
Rp. 10.000,- 

1. Kartu Tanda Penduduk 
a. WNI 
b.WNA 

2. Kartu Keluarga 
3. Kartu Pengganti. Tanda Identitas 
4. Kartu ldentitas Tinggal semenrara 
5. Surat Persetujuan Menjadi Penduduk 
6. Surat Keterangan Plndah antar Propinsi 
7. Surat Keterangan Pindah antar Kota/Kab dim Prop. 
8. Surat Keterangan Pindah Dalam Wil. Kota Makassar 

. . 
Pendaftaran Penduduk terdiri. dari : 

(1) Besamya tarif retribusl penggant!an btaya cetak pelayanan kependudukan 
dan catatan sipil ditetapkan sebagai berikut: 

BAB XIX 
BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

Pasal 41 

(3) Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi yang menggunakan 
pelayanan dimaksud ayat (2) pasal ini. 

(2) Obyek Retribusi meliputi pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah 
Kora atas pemberian Dokumen Kependudukan dan penerbitan Akta 
Catatan Sipil 

ll) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Dokumen 
Kependudukan dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi; 

BAB XVIII 
NA.V.a.A, O:SYEK DAN SUBYEK RETRIBUS[ 

Paaal40 

Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dikenakan 
retribusi: 

BAB XVII 
RETRIBUSIPELAYANA.~PENDAFTARAN 

PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL 
Pasal 39 

(lJ Setiap penduduk wajib membawa bukti diri kependudukan; 
(2) Dikecualikan membawa bukti diri sebagaimana dimaksud pada ayat 

(lJ pasal ini adalah perwakilan. negara asing, anggota organisasi 
Intemasional dan keluarganya. 

BAS XVI 
KEWAJmAN MEMBAWA BUKTI DIRI 

Pasal 38 

(2) Pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
pasal ini dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu 
apabila diperlukan, 
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(2) Bila terlambat melapor dikenakan blaya tambahan Sebesar 50% (lima puluh 
persen) dari besarnya tariff retribusi dfmaksud ayat (1) Pasal ini. 

Rp. 50.000, - 
Rp. 100:000,- 

Rp. 50.000,­ 
Rp. 100.000,- 

Rp. 50.000,­ 
Rp. 100.000,­ 
Rp. 50.000,- 

Rp. 75.000,­ 
Rp. 150.000,- 

Rp. 5.000,­ 
Rp. 10.000,- 

Rp. 5.000,­ 
Rp. 10.000,- 

Rp. 20.000,­ 
Rp. 30.000,­ 
Rp. 35.000,­ 
Rp. 50.000,- 

Rp. 30.000,­ 
Rp. 50.000,-. 
Rp. 10.000,- 

Rp. 75.000,­ 
Rp. 100.000,- 

Rp. 40.000,­ 
Rp. 75.000,- 

Rp. 75.000,­ 
Rp. 100.000,- 

Rp. 100.000,­ 
Rp. 150.000,- 

Rp. 15.000,­ 
Rp. 20.000,- 

Rp. 100.000,­ 
Rp. 100.000,­ 

. Rp. 100.000,- 

Akta Catatan Sipil terdiri dari : 
1. Akta Kelahiran (AK): 

(1) WNI 
a. Anak Pertama dan Kedua 
b. Anak Ketiga dan seterusnya 

(2) WNA 
a. Anak Pertama dan Kedua 
b. Anak Ketiga dan seterusnya 

2. Akta Perkawinan {AP) : 
(1) WNI 

a. Di dalam Kantor 
b. Di luar Kantor 

(2) WNA 
a. Di dalam Kantor 
b. Di luar Kantor 

3. Akta.Perceralan (AC) : 
a. WNI 
b.WNA 

Bila ter!ambat me!apor dikenakan biaya tambahan Sebesar. 
50% (lima puiuh persen) 
4. Akta Kematian (AKM) : 

a. WNI 
b.WNA 

5. Akta Ganti Nama (AGN) 
6. Akta Perubahan (AP) 
7. Kuti pan Aleta II 

a. WNI 
b.WNA 

B. Surat Keterangan Ter1ambat 
.9. Pendaft:aran Perkawinan 

a. WNI 
b. WNA 

10.Pengumuman Perkawinan yg dilaksanakan diluar daerah 
"' a. WMI 

b. WNA 
11. Akta Pengangkatan Anak 

a. WNI 
b.WNA 

12. Akta Pengakuan Anak 
a. WNI 

·b.WNA 
13. Akta Pengesahan Anal< 

a. WNI 
b. WNA 

14. Pencatatan Pelaporan yg terjadi di luar negeri 
a. Kelahiran 
b. Perkawinan 
c. Kematian 

9. Surat Ket Pendaftaran Penduduk Sementara / WNA 
10. Surat Ket. Pendaftaran Penduduk Tetap / WNA 
11. Surat Ket. Tempat Tinggal / WNA 
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(2) Denda dimaksud ayat 1 pasal ini disetor seluruhnya ke kas Daerah . 

(1) Pelanggarari atas pasal 6 ayat [I], Pasal 14 ayat (1). Pasal 15 ayat [I], 
Pasal 19 ayat (1) Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 39 ayat {1) Peraturan 
Daerah ini d.iancam dengan hukuman kurungan selarna-lamanya 6 
(Enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. s.000.000.-. 

BABXXIll 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 45 

(2) Dalam hal data yang tidak benar sebagai dasar pembuatan KK, KTP 
dan Akta - akta Catatan Sipil serta Dokumen Kependudukan lainnya. 
dapat dicabut oleh Dinas atas nama Walikota. 

(1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tcpat pada waktunya 
dikenakan sanksi adrninistrasi berupa bunga sebesar 2% (dua 
persen) setiap bulan; 

BABXXII 
SANKSI ADMINlSTRASI 

Pasal44 

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi 
ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud 
ayat ( l) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemarnpuan wajb 
retribusi; 

(lJ Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan 
pembebasan retribusi : 

BABXXl 
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 

Pasal 43 

(2) Pernungutan Retribusi ti<iak dapat diborongkan; 

(lJ Tata cara pemungutan dan penagihan retribusi ditetapkan oleh 
Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku; 

BA,BXX 
TATA CARA PEMUNGUTAN. DAN PENAGIHAN RETRIBUSI 

Pasa142 
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(2) Penyidik aebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penvidikannya 
kepada penuntut umum - melalui penyidik pejabat Polisi Negara 
Republik Indonesia. sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
Undang-undang Hukum Acara Pidana yang ber!aku. 

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kel;ancaran 
penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut 
hukuman yang dapat dipertanggungjawabkan. 

a. ivlc:ne.rim~, mencari rnengumpulkan dan meneiiti keterangan 
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi 
daerah agar keterangan atau Iporan tersebur menjadi leugkap 
danjelas. 

2.>. Meneliti, mencari, dan rnengumpulkan, keterangan mengenai 
orang pribadi atau badan · tentang kebenaran perbuatan yang 
<lilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah 
retribusi. 

c. :.!ear.lnta keterangan dan bahan bukti dan orang pri°"di atau 
badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi 
Daerah. 

d. Memeriksa buku-buku , catatan-cataten dan dokumen-dokumen 
lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpejakan 
Daerah dan Retribusi. · 

e, ?v!el~l·:uka.-i penggeledahan untuk mendapatkn bahan bukti 
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta 
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. 

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. · 

g. Menyuruh berhenti dan at.au melarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat perneriksaan scdang 
berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen 
yang dibawa sebagaimana pada huruf e. 

h. Memot:et seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 
Retribusi Daerah. 

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 
sebagai tersangka atau saksi. 

j. Menghentikan penyidikan. 

(:t1 Wewenang penyiiciik sebagaimana dimaksud ayat (l) adaiah: 

(1) Pejabat Pegawai Negeri $ipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota 
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan 
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau 
Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam undang -undang hokum 
Acara Pidana yang berlaku; 

BABXXIV 
KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasal46 
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Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, rnaka Peraturan Daerah Kota 
Ujung Pandang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Pengzantian 
Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran 
Daerah Kota Ujung Pandang Nomor 13 Tahun 1999 seri B Nomor 3) 
dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Pasal 50 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Oaerah ini sepanjang 
mengenai pelaksanaanya akan ditetapkan oleh Walikota. 

BABXXVII 
KETENTUAN~E~9UTUP 

Pasal 49 

ll) Bahasa Asing dapat digunakan dalam dokumen pendaftaran 
penduduk dan pencatatan sipil : 

{2) Penggunaan bahasa asing sebagaimana c.Usi!butka..'1. ayat 1 [satu) 
pasal ini adalah terjernahan dari dokumen pendafraran penduduk 
dan pencatatan sipil bahasa Indonesia yang telah dan a tau 
bersamaan diterbitkan; · 

DABXXVI 
ImTENTUAN LAIN 

Pasal48 

(2) Penggantian dan atau perubahari sebagaimana dimaksud ayat 1 
pasal ini, ditetapkan dalam keputusan walikota. 

llJ Bentuk, isi, format dokumen pendaftaran penduduk dan surat 
keterangan kependudukan dan catatan sipil lainnya serta fonnulir - 
iormulir isian pennohonan pendaftaran dan pelayanan yang ada 
sekarang tetap berlaku; 

BABXXV 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 47 



Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor24 Tahun 2004 Seri C Nomor 

Diundangkan di Makassar 
Pada tanggal 2 Septernbor 20~4 

Ditetapkan di Makassar 
Pada tanggal 31 .Ag1.1.stus 2004 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatannyadalam Lembaran Daerah Kota Makassar . 

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Pasal 51 

PC
Typewritten text
WALIKOTA MAKASSAR

TTD

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

PC
Typewritten text
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

H. SUPOMO GUNTUR


